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MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR: 65 TAHUN 2018

TENTANG

KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG

Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2018

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas dan pelayanan kepada masyarakat dipandang
perlu menambah pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Sckretariat Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

bahwa untuk penambahan pegawai Aparatur Sipil
Negara dimaksud dipandang perlu menetapkan
kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tahun Anggaran 2018,

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201€¢ Nomor : 240 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5948);

Peraturan Pemerintalh Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);



Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5423);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional Tahun
Anggaran 2018;

1. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-1041/MK.02/2017
tanggal 28 Desember 2017;

2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Nomor : K26-
30/V62-4/93 tanggal 8 Mei 2018;

3. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
303/SEK/KP.00.1/05/2018 tanggal 25 Mei 2018.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT MAHKAMAH  AGUNG
REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2018.

Penetapan Rincian Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di
Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia sejumlah
1.052 (seribu lima puluh dua) sebagaimana terlampir;

Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai
Negeri Sipil tersebut, dilakukan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian Sekretariat Mahkamah Agung Republik
Indonesia dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan;



KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan
pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat
Mahkamah Agung Republik Indonesia;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah
sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 20 Pgustos 208

Tembusan :
1. Menteri Keuangan Up. Dirjen Anggaran;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.



Lampiran

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Momeor : &% Tahun 2018

Tanggal 7_9 Agustus 2018

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

TAHUN ANGGARAN 2018

NO NAMA JABATAN KUALIFIKAS| PENDIDIKAN ?;gmzll UNIT KERJA PENEMPATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
JUMLAH SELURUHNYA 1.052
1 |ANALIS HUKUM S-1 HUKUM/ SYAR'IAH/HUKUM ISLAM HUKUM 325 | 1 |PENGADILAN NEGERI FAK-FAK S-THURUW/

SYAR'IAH/HUKUM
PENGADILAN NEGERI GARUT

PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN
PENGADILAN NEGERI GIANYAR
PENGADILAN NEGERI GORONTALO
PENGADILAN NEGERI GRESIK
PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI
PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH
PENGADILAN NEGERI IDI

PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU
PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA
PENGADILAN NEGERI JAMEI
PENGADILAN NEGERI JANTHO
PENGADILAN NEGERI JAYAPURA
PENGADILAN NEGERI JEMBER
PENGADILAN NEGERI JENEPONTO
PEMNGADILAN NEGERI JEPARA
PENGADILAN NEGERI JOMBANG
PENIGADlLAN NEGERI KAIMANA




NO

NAMA JABATAN

KUALIFIKAS| PENDIDIKAN

ALOKASI
FORMASI

UNIT KERJA PENEMPATAN

KETERANGAN

3

4

5

6

PENGADILAN NEGERI KALIANDA
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

PENGADII AN NFGFRI KARANGANYAR

FPENGADILAN NEGERI KARAWANG
PENGADILAN NEGER| KASONGAN

PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG

PENGADILAN NEGERI KEBUMEN
PENGADILAN NEGERI KEDIRI

PENGADILAN NEGER| KEFAMENANU

PENGADILAN NEGERI KENDAL
PENGADILAN NEGER| KENDARI
PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG

PENGADILAN NEGERI KEPANJEN

PENGADILAN NEGER| KETAPANG
PENGADILAN NEGERI KISARAN .
PENGADILAN NEGER| KLATEN
PENGADILAN NEGERI KOBA
PENGADILAN NEGERI KOLAKA
FENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG
PENGADILAN NEGERI KOTA BARU
PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
PENGADILAN NEGERI KOTO BARU
FENGADILAN NEGER|I KRAKSAAN
PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS
PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN
PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG
PENGADILAN NEGERI KUDUS
PENGADILAN NEGERI KUPANG
PENGADILAN NEGERI KUTACANE
PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO




NO

NAMA JABATAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

ALOKASI
FORMASI

UNIT KERJA PENEMPATAN

KETERANGAN

2

3

4

5

6

PENGADILAN NEGER! LABUHA
PENGADILAN NEGER| LAHAT
PENGADILAN NEGER| LAMONGAN
PENGADILAN NEGER| LANGSA
FENGADILAN NEGERI| LASUSUA
PENGADILAN NEGER| LEMBATA
PENGADILAN NEGER| LHOK SEUMAWE
PENGADILAN NEGER| LHOK SUKON
PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
PENGADILAN NEGERI LIWA
PENGADILAN NEGER! LUBUK BASUNG

PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU

PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM
PENGADILAN NEGER| LUBUK SIKAPING
PENGADILAN NEGERI LUMAJANG
PENGADILAN NEGERI LUWUK
PENGADILAN NEGERI MADIUN
PENGADILAN NEGERI MAGELANG
PENGADILAN NEGERI MAGETAN
PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA
PENGADILAN NEGERI MAJENE
PENGADILAN NEGER| MAKALE
PENGADILAN NEGER| MALILI
PENGADILAN NEGERI MALINAU
PENGADILAN NEGERI MAMUJU
PENGADILAN NEGER|I MANADO
PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL
PENGADILAN NEGER| MANNA
PENGADILAN NEGERI MANOKWARI

PENGADILAN NEGERI MARABAHAN




NO

NAMA JABATAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

ALOKASI
FORMASI

UNIT KERJA PENEMPATAN

KETERANGAN

2

3

4

5

6

PENGADILAN NEGERI MARISA
PENGADILAN NEGERI MAROS
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA
PENGADILAN NEGERI MASAMBPI

PENGADILAN NEGERI MASOHI

PEMNGADILAN NEGERI MATARAM
PENGADILAN NEGERI MAUMERE

PENGADILAN NEGERI MELONGUANE

PE NGADILAN NEGERI MEMPAWAH
PENGADILAN NEGERI MENGGALA
PENGADILAN NEGERI MENTOK
PENGADILAN NEGERI MERAUKE
PENGADILAN NEGERI METRO
PENGADILAN NEGERI MEULABOH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO
PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH
PENGADILAN NEGERI MUARC BUNGO
PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO
PENGADILAN NEGERI MUNGKID
PENGADILAN NEGERI NABIRE
PENGADILAN NEGER| NAMLEA
PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK
PENGADILAN NEGERI NEGARA
PENGADILAN NEGER| NGABANG
PENGADILAN NEGER| NGANJUK
PENGADILAN NEGER| NGAWI
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN




NO

NAMA JABATAN

KUALIFIKAS|I PENDIDIKAN

ALOKASI
FORMASI

UNIT KERJA PENEMPATAN

KETERANGAN

2

3

4

5

6

PENGADILAN NEGERI OELAMASI
PENGADILAN NEGERI PACITAN
PENGADILAN NEGERI PADANG
F’E-NGAD.I-LABI NEGERI PADANG PANJANG

PENGADILAN NEGERI PADANG SIDEMPUAN

PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
PENGADILAN NEGER! PAINAN

PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

PENGADILAN NEGER| PALEMBANG
PENGADILAN NEGER| PALOPO
PENGADILAN NEGER| PAMEKASAN
PENGADILAN NEGER| PANDEGLANG
PENGADILAN NEGER| PANGKAJENE
PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG
PENGADILAN NEGER| PANGKALAN BALAI
PENGADILAN NEGER| PANGKALAN BUN
PENGADILAN NEGER| PARE-PARE
PENGADILAN NEGER| PARIAMAN
PENGADILAN NEGERI PARINGIN
PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT
PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU
PENGADILAN NEGERI PASARWAJO
PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAYAN
PENGADILAN NEGERI PASURUAN
PENGADILAN NEGER! PATI

PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH
PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
PENGADILAN NEGERI PELAIHARI
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN




NO

NAMA JABATAN

KUALIFIKAS]I PENDIDIKAN

ALOKASI
FORMASI

UNIT KERJA PENEMPATAN

KETERANGAN

2

3

4

5

6

PENGADILAN NEGERI PEMALANG
PENGADILAN NEGERI PEMATANG; S_IANTAR
PEMNGADILAN NEGERI PENAJAM - .
PENGADILAN NEGERI PINRANG
E’ENGADILAN NEGERI POLEWALI
PENGADI-LAN NEGERl PONOROGO
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

PENGADILAN NEGERI POSO

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

PENGADILAN NEGER’-I PROBOLINGGO

PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG
PENGADILAN NEGER| PURBALINGGA
PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA
PENGADILAN NEGERI PURWODADI
PENGADILAN NEGER| PURWOKERTO
PENGADILAN NEGERI PURWOREJO
PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU
PENGADILAN NEGERI RABA BIMA
PENGADILAN NEGERI| RAHA
PENGADILAN NEGER| RANAI
PENGADILAN NEGER| RANGKASBITUNG
PENGADILAN NEGERI RANTAU
PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT
PENGADILAN NEGERI REMBANG
PENGADILAN NEGERI RENGAT
PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR
PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO
PENGADILAN NEGERI RUTENG
PENGADILAN NEGER| SABANG




NO

NAMA JABATAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

ALOKASI
FORMASI

UNIT KERJA PENEMPATAN

KETERANGAN

2

3

4

5

6

PENGADILAN NEGERI SALATIGA
PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
PENGADII AN NFGFRI SAMBAS
PENGADILAN NEGERI SAMPIT
PENGADILAN NEGERI SANANA
PENGADILAN NEGERI SANGATA
PENGADILAN NEGERI SANGGAU

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

PENGADILAN NEGER! SAUMLAKI
PENGADILAN NEGER! SAWAH LUNTO |
PENGADILAN NEGER| SEI RAMPAH
PENGADILAN NEGER| SEKAYU
PENGADILAN NEGERI SELONG
PENGADILAN NEGERI SEMARANG
PENGADILAN NEGER| SEMARAPURA
PENGADILAN NEGERI SENGETI
PENGADILAN NEGERI SENGKANG
PENGADILAN NEGERI SERANG
PENGADILAN NEGERI SERUI

PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

PENGADILAN NEGER! SIBUHUAN

PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

PENGADILAN NEGERI| SIDOARJO

PENGADILAN NEGERI SIDRAP

PENGADILAN NEGERI SIGLI

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG
PENGADILAN NEGERI SINABANG

PENGADILAN NEGERI SINGARAJA




NO

NAMA JABATAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

ALOKASI
FORMASI

UNIT KERJA PENEMPATAN

KETERANGAN

2

3

4

5

6

PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG
PENGADILAN NEGER! SINGKEL
PENGADILAN NEGER! SINTANG
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO
PENGADILAN NEGERI SLAWI
PENGADILAN NEGERI SO'E

PENGADILAN NEGERI SOA SIO
PENGADILAN NEGERI SORONG
PENGADILAN NEGERI SRAGEN
PENGADILAN NEGERI STABAT
PENGADILAN NEGERI SUBANG
PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE
PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
PENGADILAN NEGERI SUKADANA
PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO
PENGADILAN NEGER| SUMBAWA BESAR
PENGADILAN NEGERI SUMBER (CIREBON)
PENGADILAN NEGERI SUMEDANG
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH
PENGADILAN NEGER| SUNGAILIAT
PENGADILAN NEGER| SUNGGUMINASA
PENGADILAN NEGER| SURAKARTA
PENGADILAN NEGER| TABANAN
PENGADILAN NEGER| TAHUNA
PENGADILAN NEGERI TAKALAR
PENGADILAN NEGERI TAKENGON
PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG
PENGADILAN NEGERI TANJUNG
PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI
PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN




NO

NAMA JABATAN

KUALIFIKAS]I PENDIDIKAN

ALOKASI
FORMASI

UNIT KERJA PENEMPATAN

KETERANGAN

2

3

B!

5

PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR

PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN
PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI
PENGADILAN NEGER! TANJUNG PINANG
PENGADILAN NEGERI TANJUNG REDEP
PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR
PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG
PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN
PENGADILAN NEGERI TARAKAN
PENGADILAN NEGERI TARUTUNG
PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA
PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI
PENGADILAN NEGERI TEBO
PENGADILAN NEGERI TEGAL
PENGADILAN NEGER! TELUK KUANTAN
PENGADILAN NEGER| TEMANGGUNG
PENGADILAN NEGER| TEMBILAHAN
PENGADILAN NEGERI TENGGARONG
PENGADILAN NEGERI TERNATE
PENGADILAN NEGER! TILAMUTA
PENGADILAN NEGERI TOLI-TOLI
PENGADILAN NEGERI TONDANO
PENGADILAN NEGERI TUAL
PENGADILAN NEGERI TUBAN
PENGADILAN NEGERI TUBE|
PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG
PENGADILAN NEGERI UNGARAN
PENGADILAN NEGERI WANGIWANGI
PENGADILAN NEGERI WATAMPONE
PENGADILAN NEGERI WATANSOPENG




NO

NAMA JABATAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

ALOKASI
FORMASI

UNIT KERJA PENEMPATAN

KETERANGAN

2

3

4

5

6

PENGADILAN NEGER| WATES
PENGADILAN NEGERI WONOGIR
PENGADILAN NEGERI WONOSARI
PENGADILAN NEGERI WONOSOBO
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR

|LAMPUNG

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN
PENGADILAN TATA USA.HA NEGARA BENGKULU
PENGADILAN TATA USAHA NEGAF;EA GORONTALO

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
FENGADILAN TATA USAHA NEGAR;’-\ MANADO
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL
PINANG

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG




NO

NAMA JABATAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

ALOKASI
FORMASI

UNIT KERJA PENEMPATAN

KETERANGAN

2

3

4

5

6

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG
PINANG

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
PENGADILAN TINGGI A_GAMA GORONTALO
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPUﬁA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI .
PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADQ

PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
PENGADILAN TINGG| AGAMA PALEMBANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA TERNATE
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKAFTA
PENGADILAN TINGGI AMBON
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PENGADILAN TINGGI JAMBI

PENGADILAN TINGGI KUPANG
PENGADILAN TINGG| MAKASSAR
PENGADILAN TINGGI MANADO
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN TINGGI RIAU

PENGADILAN TINGGI SURABAYA




ALOKASI

NO NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN FORMASI UNIT KERJA PENEMPATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6

1 |PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

o 1 1 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA )
N |MAKASSAR —
, |PENGADILAN ~ TINGGI TATA USAHA NEGARA
SURABAYA

1 |PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

2 |ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR 300 | 1

S-1 ADMINISTRASI PSIKOLOGI

BIRO KEPEGAWAIAN

MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGPIDIE
MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA SUBULUSSALAM
MAHKAMAH SYAR'YAH SUKA MAKMUE
MAHKAMAH SYARIAH ACEH
MAHKAMAH SYARIAH BANDA ACEH
MAHKAMAH SYARIAH BIEREUN
MAHKAMAH SYARIAH BLANGKAJEREN
MAHKAMAH SYARIAH CALANG
MAHKAMAH SYARIAH IDI

MAHKAMAH SYARIAH JANTHO
MAHKAMAH SYARIAH KUALA SIMPANG
MAHKAMAH SYARIAH LANGSA
MAHKAMAH SYARIAH LHOK SEUMAWE
MAHKAMAH SYARIAH LHOK SUKON
MAHKAMAH SYARIAH MEULABOH
MAHKAMAH SYARIAH MEUREUDU
MAHKAMAH SYARIAH SABANG
MAHKAMAH SYARIAH SIGLI
MAHKAMAH SYARIAH SIMPANG TIGA REDELONG
MAHKAMAH SYARIAH SINABANG
MAHKAMAH SYARIAH SINGKEL
MAHKAMAH SYARIAH TAKENGON
MAHKAMAH SYARIAH TAPAK TUAN
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA
PENGADILAN AGAMA AMBON
PENGADILAN AGAMA AMPANA




NO

NAMA JABATAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

ALOKASI
FORMASI

UNIT KERJA PENEMPATAN

KETERANGAN

2

3

4

5

6

PENGADILAN AGAMA AMURANG
PENGADILAN AGAMA ANDOOLO
PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR
PENGADILAN AGAMA ARSO
PENGADILAN AGAMA ATAMBUA
PENGADILAN AGAMA BADUNG
PENGADILAN AGAMA BAJAWA
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN
PENGADILAN AGAMA BANDUNG
PENG;ADILAN AGAMA BANGGAI
PENGADILAN AGAMA BANGIL
PENGADILAN AGAMA BANGKINANG
PENGADILAN AGAMA BANGKO
PENGADILAN AGAMA BANGLI
PENGADILAN AGAMA BANJAR
PENGADILAN AGAMA BANJAR BARU
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
PENGADILAN AGAMA BANTAENG
PENGADILAN AGAMA BANYUMAS
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI
PENGADILAN AGAMA BARABAI
PENGADILAN AGAMA BARRU
PENGADILAN AGAMA BATAM
PENGADILAN AGAMA BATANG
PENGADILAN AGAMA BATU LICIN
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR
PENGADILAN AGAMA BAU-BAU
PENGADILAN AGAMA BAWEAN
PENGADILAN AGAMA BEKASI




NO

NAMA JABATAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

ALOKASI
FORMASI

UNIT KERJA PENEMPATAN

KETERANGAN

2

3

4

5

6

PENGADILAN AGAMA BELOPA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS
PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG
PENGADILAN AGAMA BENGKULU
PENGADILAN AGAMA BIAK
PENGADILAN AGAMA BIMA
PENGADILAN AGAMA BINJA]
PENGADILAN AGAMA BINTUHAN
PENGADILAN AGAMA BITUNG
FENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU
PENGADILAN AGAMA BLITAR
PENGADILAN AGAMA BLORA
PENGADILAN AGAMA BOGOR
PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO
PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO
PENGADILAN AGAMA BONTANG
PENGADILAN AGAMA BOROKO
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI
PENGADILAN AGAMA BREBES
PENGADILAN AGAMA BUKIT TINGGI
PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA
PENGADILAN AGAMA BUNGKU
PENGADILAN AGAMA BUNTOK
PENGADILAN AGAMA BUOL
PENGADILAN AGAMA CIAMIS
PENGADILAN AGAMA CIANJUR
PENGADILAN AGAMA CIBADAK
PENGADILAN AGAMA CIBINONG
PENGADILAN AGAMA CIKARANG




NO

NAMA JABATAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

ALOKASI
FORMASI

UNIT KERJA PENEMPATAN

KETERANGAN

2

3

4

5

6

FENGADILAN AGAMA CILACAP
PENGADILAN AGAMA CILEGON
PENGADILAN AGAMA CIMAHI

PENGADILAN AGAMA CIREBON

PENGADILAN AGAMA CURUP

PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP
PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIMOA
PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU
PENGADILAN AGAMA DEMAK
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PENGADILAN AGAMA DEPOK
PENGADILAN AGAMA DOMPU
PENGADILAN AGAMA DONGGALA
PENGADILAN AGAMA DUMAI
PENGADILAN AGAMA ENDE

PENGADILAN AGAMA FAK-FAK
PENGADILAN AGAMA GARUT
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN
PENGADILAN AGAMA GIANJAR
PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG
PENGADILAN AGAMA GORONTALO
PENGADILAN AGAMA GRESIK
PENGADILAN AGAMA GUNUNG SITOLI
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA
PENGADILAN AGAMA JAMEI




NO

NAMA JABATAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

ALOKASI
FORMASI

UNIT KERJA PENEMPATAN

KETERANGAN

3

4

5

6

PENGADILAN AGAMA JAYAPURA
PENGADILAN AGAMA JEMBER
PENGADILAN AGAMA JENEPONTO
PENGADILAN AGAMA JEPARA
PENGADILAN AGAMA JOMBANG
PENGADILAN AGAMA KAB. 50 KOTA DI TANJUNG PATI
PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI
PENGADILAN AGAMA KAB. MADIUN
PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG
PENGADILAN AGAMA KABANJAHE
PENGADILAN AGAMA KAIMANA
PENGADILAN AGAMA KAJEN
PENGADILAN AGAMA KALABAHI
PENGADILAN AGAMA KALIANDA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN
PENGADILAN AGAMA KANGEAN
PENGADILAN AGAMA KARANGASEM
PENGADILAN AGAMA KARAWANG
PENGADILAN AGAMA KARIMUN
PENGADILAN AGAMA KASONGAN
PENGADILAN AGAMA KAYU AGUNG
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU
PENGADILAN AGAMA KENDAL
PENGADILAN AGAMA KENDARI
PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG
PENGADILAN AGAMA KETAPANG
PENGADILAN AGAMA KISARAN
PENGADILAN AGAMA KLATEN
PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG




NO

NAMA JABATAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

ALOKASI
FORMASI

UNIT KERJA PENEMPATAN

KETERANGAN

3

4

5

6

PENGADILAN AGAMA KOLAKA
PENGADILAN AGAMA KOTA BARU
PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN
PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA
PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU
PENGADILAN AGAMA KOTOBARU
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN
PENGADILAN AGAMA KRUI

PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS
PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN
PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG
PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL
PENGADILAN AGAMA KUDUS
PENGADILAN AGAMA KUNINGAN
PENGADILAN AGAMA KUPANG
FPENGADILAN AGAMA KWANDANG
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO
PENGADILAN AGAMA LABUHA
PENGADILAN AGAMA LAHAT

PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
PENGADILAN AGAMA LARANTUKA
PENGADILAN AGAMA LASUSUA
PENGADILAN AGAMA LEBONG
PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO
PENGADILAN AGAMA LOLAK




NO

NAMA JABATAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

ALOKASI
FORMASI

UNIT KERJA PENEMPATAN

KETERANGAN

2

4

5

6

PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG
PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU
PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG
PENGADILAN AGAMA LUWUK
PENGADILAN AGAMA MAGELANG
PENGADILAN AGAMA MAGETAN
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA
PENGADILAN AGAMA MAJENE
PENGADILAN AGAMA MAKALE
PENGADILAN AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA MALILI
PENGADILAN AGAMA MAMUJU
FPENGADILAN AGAMA MANADO
PENGADILAN AGAMA MANINJAU
PENGADILAN AGAMA MANNA
PENGADILAN AGAMA MANOKWAR]
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN
FENGADILAN AGAMA MARISA
PENGADILAN AGAMA MAROS
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA
PENGADILAN AGAMA MASAMBA
PENGADILAN AGAMA MASOHI
PENGADILAN AGAMA MATARAM
PENGADILAN AGAMA MAUMERE
PENGADILAN AGAMA MEDAN
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH
PENGADILAN AGAMA MENTOK
PENGADILAN AGAMA MERAUKE




NO

NAMA JABATAN

KUALIFIKAS| PENDIDIKAN

ALOKASI
FORMASI

UNIT KERJA PENENMPATAN

KETERANGAN

2

3

4

5

PENGADILAN AGAMA MESUJI
PENGADILAN AGAMA METRO
PENGADILAN AGAMA MIMIKA
PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO
PENGADILAN AGAMA MOROTAI
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN
FPENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

] PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO

PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH
PENGADILAN AGAMA MUARADUA
PENGADILAN AGAMA MUARO BUNGO
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO
PENGADILAN AGAMA NABIRE
PENGADILAN AGAMA NAMLEA
PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK
PENGADILAN AGAMA NANGA PINCH
PENGADILAN AGAMA NATUNA
PENGADILAN AGAMA NEGARA
PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH
PENGADILAN AGAMA NGANJUK
PENGADILAN AGAMA NGAWI
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN
PENGADILAN AGAMA PACITAN
PENGADILAN AGAMA PADANG
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
PENGADILAN AGAMA PADANG SIDEMPUAN
FENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM
PENGADILAN AGAMA PAINAI




NO

NAMA JABATAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

ALOKASI
FORMASI

UNIT KERJA PENEMPATAN

KETERANGAN

2

3

4

5

6

PENGADILAN AGAMA PAINAN
PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA
PENGADILAN AGAMA PALOPD
PENGADILAN AGAMA PALU

PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

PENGADILAN AGAMA PANDAN
PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG
PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE
PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG
PENGADILAN AGAM!’:\ PANGKALAN BALAI
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN lBUN l
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI
PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN
PENGADILAN AGAMA PARE-PARE
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN
PENGADILAN AGAMA PARIGI

PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU
PENGADILAN AGAMA PASARWAJO
PENGADILAN AGAMA PASIR PANGARAYAN
PENGADILAN AGAMA PASURUAN
PENGADILAN AGAMA PATI

PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI
PENGADILAN AGAMA PEMALANG
PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR
PENGADILAN AGAMA PENAJAM
PENGADILAN AGAMA PINRANG
PENGADILAN AGAMA POLEWALI




NO

NAMA JABATAN

KUALIFIKAS| PENDIDIKAN

ALOKASI
FORMASI

UNIT KERJA PENEMPATAN

KETERANGAN

2

3

4

5

6

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK
PENGADILAN AGAMA POSO

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH
PENGADILAN AGAMA PRAYA

PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU

PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO
PENGADILAI\-I AGAMA PULANG PISAU
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG
PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
PENGADILAN AGAMA PUTUSIBAU
PENGADILAN ACGAMA RAHA
PENGADILAN AGAMA RANTAU
PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT
PENGADILAN AGAMA REMBANG
PENGADILAN AGAMA RENGAT
PENGADILAN AGAMA RUMBIA
PENGADILAN AGAMA RUTENG
PENGADILAN AGAMA SALATIGA
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA SAMBAS
PENGADILAN AGAMA SAMPANG
PENGADILAN AGAMA SAMPIT
PENGADILAN AGAMA SANGATTA
PENGADILAN AGAMA SANGGAU
PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
PENGADILAN AGAMA SAWAH LUNTO
PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH
PENGADILAN AGAMA SEKAYU




NO

NAMA JABATAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

ALOKASI
FORMASI

UNIT KERJA PENEMPATAN

KETERANGAN

2

3

4

5

PENGADILAN AGAMA SELAT PANJANG

PENGADILAN AGAMA SELAYAR

PENGADILAN AGAMA SELONG
-PENGADILAN AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AEAMA SENDAWAR
PENGADILAN AGAMA SE(;IGET[
PENGADILAN AGAMA SENGKANG
PENGADILAN AGAMA SERANG
F’ENGAD]LAN AéAMA SERUI
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA
PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN
PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG
PENGADILAN AGAMA SIDOARJO
PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN
PENGADILAN AGAMA SINDENRENG RAPPANG
PENGADILAN AGAMA éINGARAJA
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG
PENGADILAN AGAMA SINJAI
PENGADILAN AGAMA SINTANG
PENGADILAN AGAMA SITUEONDO
PENGADILAN AGAMA SLAWI
PENGADILAN AGAMA SLEMAN
FPENGADILAN AGAMA SO'E
PENGADILAN AGAMA SOA SIO
PENGADILAN AGAMA SOLOK
PENGADILAN AGAMA SOREANG
PENGADILAN AGAMA SORONG
FENGADILAN AGAMA SRAGEN




NO

NAMA JABATAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

ALCKASI
FORMASI

UNIT KERJA PENEMPATAN

KETERANGAN

3

4

5

6

PENGADILAN AGAMA STABAT
PENGADILAN AGAMA SUBANG
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI
PENGADILAN AGAMA SUKADANA
PENGADILAN AGAMA SUKAMARA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO
PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BE.SAFQ
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG
PENGADILAN AGAMA SUMENEP
PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA
PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
PENGAD1LAI;I .-;\GAMA SUWAWA
PENGADILAN AGAMA TAHUNA
PENGADILAN AGAMA TAIS
PENGADILAN AGAMA TAKALAR
PENGADILAN AGAMA TALIWANG
PENGADILAN AGAMA TALU
PENGADILAN AGAMA TAMIYANG LAYANG
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT
PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS
PENGADILAN AGAMA TANJUNG
PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PINANG
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEP
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR
PENGADILAN AGAMA TANJUNGKARANG




NO

NAMA JABATAN

KUALIFIKAS] PENDIDIKAN

ALOKASI
FORMASI

UNIT KERJA PENEMPATAN

KETERANGAN

2

3

4

5

6

PENGADILAN AGAMA TARAKAN
PENGADILAN AGAMA TARUTUNG
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
PENGADILAN AGAMA TEBING TINGG!
PENGADILAN AGAMA TEGAL
PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG
PENGADILAN AGAMA TEREMPA
PENGADILAN AGAMA TERNATE
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA
PENGADILAN AGAMA TILAMUTA
PENGADILAN AGAMA TOLI-TOLI
PENGADILAN AGAMA TONDANO
PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK
PENGADILAN AGAMA TUAL
PENGADILAN AGAMA TUBAN
PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG
PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG
PENGADILAN AGAMA UNAAHA
PENGADILAN AGAMA WAIKABUBAK
PENGADILAN AGAMA WAINGAPU
PENGADILAN AGAMA WAMENA
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI




ALOKASI

NO NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN ey UNIT KERJA PENEMPATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
1 |PENGADILAN AGAMA WONOSARI
: R 1 |PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
1 |PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
3 |PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN D-111 TEKNIK INFORMATIKA/ Difl MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA 184 | 1 |BIROKEPEGAWAIAN

BIRO HUKUM DAN HUMAS

BIRO PERLENGKAPAN

BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI
DIRJEN BADAN PERADILAN UMUM

DIRJEN BADAN PERADILAN AGAMA

DIRJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA
NEGARA

BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL
PENGADILAN NEGERI AMURANG
PENGADILAN NEGERI ANDOOLO
PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR
PENGADILAN NEGERI ATAMBUA
PENGADILAN NEGERI BAJAWA
PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
PENGADILAN NEGER! BANGIL
PENGADILAN NEGER! BANGKINANG
PENGADILAN NEGER| BANGKO
PENGADILAN NEGER| BANGLI
PENGADILAN NEGER| BANJAR
PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN
PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA
PENGADILAN NEGERI BANYUMAS
PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI
PENGADILAN NEGERI BARRU
PENGADILAN NEGERI BATAM
PENGADILAN NEGERI BATANG




NO

NAMA JABATAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

ALOKASI
FORMASI

UNIT KERJA PENEMPATAN

KETERANGAN

2

3

4

5

6

PENGADILAN NEGER!I BATU LICIN

PENGADILAN NEGERI BATURAJA

| PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR

PENGADILAN NEGERI BAU-BAU
PENGADILAN NEGERI BEKASI
PENGADILAN NEGERI BELOPA
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG
PENGADILAN NEGERI BENGKULU
PENGADILAN NEGERI BIAK

|PENGADILAN NEGERI BIEREUN

PENGADILAN NEGERI BINJAI
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU
PENGADILAN NEGERI BLANGKAJEREN
PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE
PENGADILAN NEGERI BLITAR
PENGADILAN NEGER| BLORA
PENGADILAN NEGERI BOBONG
PENGADILAN NEGERI BL;}GOR
PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO
PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO
PENGADILAN NEGERI BONTANG
PENGADILAN NEGERI BOYOLALI
PENGADILAN NEGERI| BUKIT TINGGI
PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA
PENGADILAN NEGERI BUOL
PENGADILAN NEGERI CALANG
PENGADILAN NEGERI CIAMIS
PENGADILAN NEGERI CIANJUR




NO

NAMA JABATAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

ALOKASI
FORMASI

UNIT KERJA PENEMPATAN

KETERANGAN

2

3

4

5

6

PENGADILAN NEGERI CIBADAK
PENGADILAN NEGERI CIBINONG
PENGADILAN NEGERI CIKARANG
FENGADILAN NEGERI CILACAP

PENGADILAN NEGERI CIREBON

PENGADILAN NEGERI DATARAN HONIPCPU
PENGADILAN I;\lEGERI DATARAN HUNIMOA
PENGADILAN NEGERI DEMAK
PENGADILAN NEGERI DENPASAR
F’.EN.GADILAN NEGERI DEPOK
PENGADILAN NEGERI DOBO

PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DONGGALA
PENGADILAN NEGERI DUMAI
PENGADILAN NEGERI ENDE

PENGADILAN NEGER|I ENREKANG
PENGADILAN NEGER| FAK-FAK

|PENGADILAN NEGERI GIANYAR

PENGADILAN NEGERI GORONTALO
PENGADILAN NEGERI GRESIK
PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOL|
PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH
P-ENGADi LAN NEGERI JAKARTA BARAT
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
PENGADILAN NEGERI JAMBI
PENGADILAN NEGERI JANTHO
PENGADILAN NEGERI JAYAFURA
PENGADILAN NEGER| JEMBER
PENGADILAN NEGERI JENEPONTO




NO

NAMA JABATAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

ALOKASI
FORMASI

UNIT KERJA PENEMPATAN

KETERANGAN

2

3

4

5

6

PENGADILAN NEGER! JEPARA
PENGADILAN NEGERI| JOMBANG
PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI
PENGADILAN NEGERI KAB. MADIUN
PENGADILAN NEGERI KABANJAHE
PENGADILAN NEGERI KAIMANA
PENGADILAN NEGI'::RI KALABAHI
PENGADILAN NEGERI KALIANDA
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN
PENGADILAN NEG.ERI KARANGANYAR
PENGADILAN NEGERI KARAWANG
PENGADILAN NEGERI KASONGAN
PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG
PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU
PENGADILAN NEGERI KENDAL
PENGADILAN NEGER| KENDARI
PENGADILAN NEGER| KEPAHIANG
PENGADILAN NEGERI KEPANJEN
PENGADILAN NEGERI KETAPANG
PENGADILAN NEGERI KISARAN
PENGADILAN NEGERI KLATEN
FENGADILAN NEGERI KOBA
PENGADILAN NEGERI KOLAKA
PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG
PENGADILAN NEGERI KOTABUMI
PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU
PENGADILAN NEGERI KOTO BARU
FENGADILAN NEGERI KRAKSAAN
PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS
PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN




NO

NAMA JABATAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

ALOKASI
FORMASI

UNIT KERJA PENEMPATAN

KETERANGAN

2

3

4

5

6

PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
PENGADILAN NEGERI KUDUS

PENGADILAN NEGERI KUNINGAN

PENGADILAN NEGERI KUPANG
PENGADILAN NEGERI KUTACANE
PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
PENGADILAN NEG.ER.I LAHAT -
PENGADILAN NEGERI LAMONGAN
PENGADILAN NEGERI LASUSUA
PENGADILAN NEGERI LEMBATA
PENGADILAN NEGERI LHOK SEUMAWE
PENGADILAN NEGER!I LHOK SUKON
PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
PENGADILAN NEGERI LIWA
PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG
PENGADILAN NEGERI| LUBUK LINGGAU
PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM
PENGADILAN NEGER| LUBUK SIKAPING
PENGADILAN NEGER| LUMAJANG
PENGADILAN NEGER| LUWUK
PENGADILAN NEGERI MAGELANG
PENGADILAN NEGER|I MAGETAN
PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA
PENGADILAN NEGERI MAJENE
PENGADILAN NEGERI MAKALE
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
PENGADILAN NEGERI MALANG
PENGADILAN NEGERI MALINAU
PENGADILAN NEGERI MAMUJU




NO

NAMA JABATAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

ALOKASI
FORMASI

UNIT KERJA PENEMPATAN

KETERANGAN

2

4

5

6

PENGADILAN NEGERI MANADO
PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL
PENGADILAN NEGERI MANNA
PENGADILAN NEGERI MANOKWARI
PENGADILAN NEGER| MARABAHAN
PENGADILAH NEGE#QI l‘-v‘IAROS
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA

PENGADILAN NEGERI MASAMBA

PENGADILAN NEGERI MATARAM
PENGADILAN NEGERI MAUMERE
PENGADILAN NECERI MEDAN
PENGADILAN NEGERI MELONGUANE
PENGADILAN NEGER|I MEMPAWAH
PENGADILAN NEGER| MENGGALA
PENGADILAN NEGERI MENTOK
PENGADILAN NEGERI METRO
PENGADILAN NEGERI MEULABOH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
PENGADILAN NEGERI MUARO
PENGADILAN NEGERI MUARO BUNGO
PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO
PENGADILAN NEGERI MUNGKID
PENGA.DELAN NEGERI NABIRE
PENGADILAN NEGERI NAMLEA
PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK
PENGADILAN NEGERI NEGARA
PENGADILAN NEGERI NGABANG
PENGADILAN NEGERI NGANJUK




NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN ?égm:lt UNIT KERJA PENEMPATAN KETERANGAN

2 3 4 5 6

1 |PENGADILAN NEGERI NGAWI

1 |PENGADILAN NEGERI I;&IUNUKAN
1 |PCNGADILAN NCGLRI OEL;\MAé-I.
1 |PENGADILAN NEGERI PACITAN

1 |PENGADILAN NEGER| PADANG SIDEMPUAN -
1 |PENGADILAN NEGER| PAGAR ALAM

1 |PENGADILAN NEGERI PAINAN

S1/DIV ILMU KEPEGAWAIAN! MANAJEMEN/ POLITIK! ADMINISTRASI
NEGARA/ ADMINISTRASI PUBLIK/ HUKUM/ PEMERINTAHAN/ SOSIAL
ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA POLITIKS KEBIJAKAN PUBLIKS PEMERINTAHAN/ SOSIAL POLITIK/ 153 1 |PENGADILAN AGAMA AMBON
KEBIJAKAN PUBLIK/ PEMERINTAHAN/ SOSIAL POLITIK/ EKONOMI
MANAJEMEN SDM/ SOSIOLOGI

1 |PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

1 |PENGADILAN AGAMA BANDUNG

1 |PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN
1 |PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
1 |PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI
1 i .PENGADILAN AGAMA BATAM

1 |PENGADILAN AGAMA BEKASI

1 |PENGADILAN AGAMA BENGKULU

1 |PENGADILAN AGAMA BOGOR

1 |PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO
1 |PENGADILAN AGAMA BREBES

1 |PENGADILAN AGAMA CIAMIS

1 |PENGADILAN AGAMA CIBINONG

1 |PENGADILAN AGAMA CILACAP

1 |PENGADILAN AGAMA CIMAHI

1 [PENGADILAN AGAMA DENPASAR

1 [PENGADILAN AGAMA DEPOK

1 |PENGADILAN AGAMA GARUT

1 |PENGADILAN AGAMA GORONTALQ

1 |PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU




NO

NAMA JABATAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

ALOKASI
FORMASI

UNIT KERJA PENEMPATAN

KETERANGAN

2

3

4

5

6

PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA
PENGADILAN AGAMA JAMBI
PENGADILAN AGAMA JEMBER
PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI

PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG

PENGADILAN AGAMA KARAWANG
PENGADILAN AGAMA, KEB-LJM-EN
PENGADILAN AGAMA KENDAL
PENGADILAN AGAMA KENDARI
PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG

PENGADILAN AGAMA KUNINGAN

PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA
PENGADILAN AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA MEDAN
PENGADILAN AGAMA METRO
PENGADILAN AGAMA PADANG
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG
PENGADILAN AGAMA PALU
PENGADILAN AGAMA PATI
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
PENGADILAN AGAMA PEMALANG
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK
PENGADRILAN AGAMA PURWOKERTO
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA




NO

NAMA JABATAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

ALOKASI
FORMASI

UNIT KERJA PENEMPATAN

KETERANGAN

2

3

4

5

6

PENGADILAN AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA SERANG
PENGADILAN AGAMA SIDOARJO
PENGADILAN AGAMA SLAWI
PENGADILAN AGAMA SLEMAN
PENGADILAN AGAMA SRAGEN
PENGAdMN AGAMA SUBANG
PENGADILAN AGAMA SUM EDANG
PENGADILAN AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
PENGADILAN A-GAMA TANJUNG PINANG
PENGADILAN AGAMA TANJUNGKARANG
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
PENGADILAN AGAMA TUBAN
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN MILITER | - 01 BANDA ACEH
PENGADILAN MILITER | - 02 MEDAN
PENGADILAN MILITER | - 04 PALEMBANG
PENGADILAN MILITER | - 07 BALIKPAPAN
PENGADILAN MILITER Il - 08 JAKARTA
PENGADILAN MILITER IIl - 14 DENPASAR
PENGADILAN MILITER Ill - 16 MAKASSAR
PENGADILAN MILITER Il - 18 AMBON
PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI BANDUNG




NO

NAMA JABATAN

KUALIFIKAS]I PENDIDIKAN

ALOKASI
FORMASI

UNIT KERJA PENEMPATAN

KETERANGAN

2

3

4

5

6

PENGADILAN NEGER| BANJARMASIN
PENGADILAN NEGERI BENGKULU
PENGADILAN NEGERI CIBINONG
PENGADILAN NEGERI GRESIK
PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
PENGADILAN NEGERI JAMBI
PENGADILAN NEGERI! JAYAPURA
F’ENG-.-ADELAN NEGER| JEMBER
PENGADILAN NEGERI KLATEN -
PENGADILAN NEGER| KUPANG
PENGADILAN NEGER|I MAKASSAR
PENGADILAN NEGER| MANADO
PENGADILAN NEGER| MATARAM
PENGADILAN NEGERI MEDAN
PENGADILAN NEGERI PADANG
PENGADILAN NEGER! PALANGKARAYA
PEN-G.‘\DILAN NEGERI| PATI
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
PENGADILAN NEGER! PONTIANAK
PENGADILAN NEGERI SAMAR.INDA
PENGADILAN NEGERI SIDOARJO
PENGADILAN NEGER| SLEMAN
PENGADILAN NEGER| SUKOHARJO
PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG
PENGADILAN NEGERI TEGAL
PENGADILAN NEGER|I WATAMPONE
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON




NO

NAMA JABATAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

ALOKASI
FORMASI

UNIT KERJA PENEMPATAN

KETERANGAN

3

4

5

6

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

|PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR|

LAMPUNG -
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGK;'-'\L
PINANG

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

PENGADILAN  TATA USAHA NEGARA TANJUNG
PINANG

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI
PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA TERNATE




NO

NAMA JABATAN

KUALIFIKAS| PENDIDIKAN

ALOKASI
FORMASI

UNIT KERJA PENEMPATAN

KETERANGAN

2

3

4

5

6

PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
PENGADILAN TINGGI BENGKULU
PENGADILAN 1INGGI JAYAPURA
PENGADILAN TINGG! KENDARI
PENGADILAN TINGGI MATARAM
PENGADILAN TINGGI PADANG
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PENGADILAN TINGGI SAMARINDA

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

FENGADILAN  TINGGI TATA USAHA
MAKASSAR

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

NEGARA

endayagunaan Aparatur Negara
asi Birokrasi




